BAB 111

STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

A. Pengaturan Hukum Gratifikasi Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum
Pidana Positif

Pengaturan tentang tindak pidana gratifikasi dalam hukum pidana positif
terdapat pada UU khusus mengatur tindak pidana korupsi yaitu pada pasal 12
b yang berbunyi “setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelengara
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajibanya”.Dalam rumusan ini dapat diambil
kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi
suap adalah pada saat penyelengara negara atau pegawai negara tersebut
melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari
pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan
jabatanya atau kewajibanya sebagai penyelengara negara.

Pengaturan tentang gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelengara negara atau
pegawai negara. Berikut adalah landasan hukum tindak pidana gratifikasi
yaitu:*?

a. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 5

¥2 Doni Muhardiansyah, dkk, Buku Saku Memahami Gratifikasi, 9-10.
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1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya ataumemberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu
yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak
dilakukan dalam jabatannya.

2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

3. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 12 B*

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelengara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan

ketentuan sebagai berikut:

3Lihat Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12 B.
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a. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau
lebih, pembuktian bahwa gratifikasi gratifikasi tersebut bukan
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan
oleh penuntut umum.

2. Pidana bagi pegawai negara atau penyelengara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20
(dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan pasal 12 b ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.
Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni
meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
dan fasilitas lainya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana

elektronika atau tanpa sarana elektronika.
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4. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 12 C**

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 b ayat (1) tidak
berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya
kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan, wajib
menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima gratifikasi atau
milik negara.

4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi dapat menjadi kejahatan korupsi.
Perlu dilihat rumusan pasal 12 b ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999
jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001.“Setiap gratifikasi kepada pegawai

negara atau penyelengara negara dianggappemberian suap, apabila

$ Lihat Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12 C.
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berhubungan dengan jabatanya dan yang berlawanan dengan kewajibanya
atau tugasnya”.85

Jika dilihat dari rumusan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang
perbuatan pidana suap khususnya pada seseorang penyelengara negara atau
pegawai negara adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negara
tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian

hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan

berhubungan dengan jabatanya ataupun pekerjaanya.®

Pengaturan dan batasan/definisi suap dan gratifikasi beserta ancaman
sanksi bagi masing-masing tindak pidana tersebut kami rumuskan dalam

tabel di bawah ini:®’

Tabel 1.1
Perbedaan Suap dengan Gratifikasi

Perbedaan Suap Gratifikasi
Pengaturan 1. Kitab Undang-Undang 1. UU No. 20 Tahun
Hukum Pidana (Wetboek 2001 tentang
van Strafrecht, Staatsblad Perubahan UU No.
1915 No 73) 31 Tahun 1999
2. UU No. 11 Tahun 1980 tentang
tentang Tindak Pidana Pemberantasan
Suap (“UU 11/1980™) Tindak Pidana

% Doni Muhardiansyah, dkk, Buku Saku Memahami Gratifikasi, 4.

% Tbid,.

%7 Diana Kusumasari, Perbedaan Suap dengan
Gratifikasi,http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13369/perbedaan-antara-suap-dengan-
gratifikasi, di akses pada 15 Desember 2014.
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3. UU No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan UU
No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
serta diatur pula dalam
UU No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi
(“UU Pemberantasan
Tipikor™)

Korupsi serta
diatur pula dalam
UU No. 30 Tahun
2002 tentang
Komisi
Pemberantasan
Korupsi (“UU
Pemberantasan
Tipikor”)

2. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
03/PMK.06/2011
tentang
Pengelolaan
Barang Milik
Negara yang
Berasal Dari
Barang Rampasan
Negara dan Barang

Gratifikasi.

Definisi Barangsiapa menerima_sesuatu | Pemberian dalam arti
atau janji, sedangkan ia | luas, yakni meliputi
mengetahui atau patut dapat | pemberian uang,
menduga bahwa pemberian | barang, rabat
sesuatu  atau  janji  itu | (discount), komisi,
dimaksudkan supaya ia | pinjaman tanpa bunga,
berbuat sesuatu atau tidak | tiket perjalanan,
berbuat sesuatu dalam | fasilitas  penginapan,
tugasnya, yang berlawanan | perjalanan wisata,
dengan kewenangan atau | pengobatan cuma-
kewajibannya yang | cuma, dan fasilitas
menyangkut kepentingan | lainnya. Gratifikasi
umum,  dipidana  karena | tersebut baik yang
menerima suap dengan pidana | diterima di  dalam
penjara  selama-lamanya 3 | negeri maupun di luar
(tiga) tahun atau denda | negeri dan  yang
sebanyak-banyaknya dilakukan dengan
Rp.15.000.000.- (lima belas | menggunakan sarana
juta rupiah) (Pasal 3 UU | elektronik atau tanpa
3/1980). sarana elektronik
(Penjelasan Pasal 12B
UU Pemberantasan

Tipikor)
Sanksi UU 11/1980: Pidana penjara seumur
hidup atau pidana
Pidana  penjara  selama- | penjara paling singkat
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lamanya 3 (tiga) tahun atau
denda  sebanyak-banyaknya
Rp.15.000.000.- (lima belas
juta rupiah) (Pasal 3 UU
3/1980).

KUHP:

pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah (Pasal
149)

UU Pemberantasan Tipikor:
Dipidana  dengan  pidana
penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan atau pidana denda
paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak
Rp 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah)
pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut
diduga, bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan
yang berhubungan dengan
jabatannya, atau yang menurut
pikiran orang yang
memberikan hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan
jabatannya (Pasal 11 UU
Pemberantasan Tipikor).

4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua
puluh)  tahun, dan
pidana denda paling

sedikit Rp
200.000.000,00  (dua
ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) (Pasal
12B ayat [2] UU
Pemberantasan
TipikoR)

Jadi, selain pengaturan suap dan gratifikasi berbeda, definisi dan
sanksinya juga berbeda.Dari definisi tersebut di atas, tampak bahwa suap

dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti
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luas dan bukan janji.Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam
suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi
atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun
keputusannya.Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian
dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang
masih belum terlalu jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan
perbuatan pidana gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap
sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang

menerima hadiah tersebut.

Dalam hukum Islam, gratifikasi itu lebih mengarah dalam delik
risywah (suap), yang mempunyai nama, sebutan, istilah dan model
bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang
perantara, komisi dan lain-lainya. Akan tetapi semua itu pada hakikatnya
sama yakni bermuara pada subtansinya risywah adalah perbuatan yang buruk
dan pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Berikut penulis akan
memaparkan tindak pidanarisywah dan sanksi hukum pelaku risywah.

Dalam hadis Rasulullah Saw bersabda:

aaalolyy) . (KA Ay (Dl o A A5 : a4 sl JB 2 QB 5510A o e
(g2 ills 252 5l 5
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“Dari Abu Hurairah yang berkata : Rasulullah SAW bersabda : Laknat
Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam
hukum. ( HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi ).”

Pada wuraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa setidaknya
risywah, (suap) atau oleh Undang-uundang 31 tahun 1999 jo. Undang-
undang 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 12 b disebut
dengan gratifikasi ada yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya dan
ada yang disepakati halal hukumnya.*®

Risywah yang disepakati haram hukumnya oleh para ulama adalah
risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan
menyalahkan yang mestinya benar.Sedangkan risywah yang dinyatakan
mayoritas ulama hukumnya halal adalah risywah yang dilakukan dengan
tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima
oleh pemberi risywah.

Pembagian dua jenis suap yang haram dan suap yang halal ini
memang tidak secara detail bisa ditemukan dalam berbagai uraian para
ulama, sebab haram atau haramnya suap sangat tergantung pada niat dan
motifasi penyuap ketika memberikan suapnya kepada penerima, sehingga
ada yang hanya dianggap halal bagi penyuap tetapi tetap haram bagi petugas,

pegawai atau hakim sebagai pihak penerima.

¥ M. Nurul Irfan ,Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah,119.
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Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan mengapa ada satu jenis
suap yang dianggap halal bagi pihak pemberidan tetap saja haram bagi
penerima suap tersebut. Ibnu Taimiyyah dalam Majmu Fatawanya mengutip
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa
Rasulullah pernah memberi uang kepada orang yang selalu meminta-minta
kepada beliau. Riwayat tersebut adalah sebagai berikut, “Dari Abu Sa’id al-
Khudriyy, dia berkata Umar berkata, wahai Rasulullah sungguh saya
mendengar Fulan dan Fulan berbuat baik dengan pujian sambil keduanya
bercerita sesungguhnya engkau memberikan dua dinar, Umar berkata, Nabi
bersabda, akan tetapi demi Allah si Fulan bukanlah demikian itu, saya
sungguh telah memberikannya sepuluh sampai seratus, apa yang dia ucapkan
bukan seperti itu. Demi Allah sesungguhnya salah seorang diantara kalian
pasti akan keluar (bangkit) dengan membawa barang yang dinta dari sisiku
pada bagian bawa ketiaknya, maksudnya dibawa ketiaknya akan
mengeluarkan api. Umar bertanya, wahai Rasulullah mengapa engkau
berikan uang itu pada mereka? Rasulullah menjawab, apa yang saya lakukan
itu tidak akan mereka bosan, tetapi mereka akan terus meminta sedangkan
Allah tidak berkenan jika saya memiliki sifat bakhil (HR. Ahmad). Atas
dasar hadiah inilah muncul pendapat tentang adanya salah satu bentuk suap

yang bisa dibenarkan yaitu suap yang dilakukan oleh seseorang dengan
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tujuan agar bisa memperoleh hak yang mestinya ia terima atau dalam rangka

menolak kejahatan.®

B. Sanksi Gratifikasi Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana

Positif

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah
pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas,
baik dalam bentuk barang atau bahkan uang .hal ini bias menjadi suatu
kebiasaan yang bersifat negatife dan dapat mengarah menjadi potensi
perbuatan korupsi dikemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha
dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai
gratifikasi yang diterima seorang penyelengara negara atau pegawai negara,
bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jawabatanya atau
kewenanganya yang dimiliki, maka sebaiknya melaporkannya ke KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk dianalisis lebih lanjut.”’

Jadi pada kesimpulanya tidak benar jika pada pasal 12 b Undang-
undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 telah
melarang praktek gratifikasi atau pemberian hadiah dikalangan masyarakat
tidak dilarang tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan yaitu
larangan bagi pegawai negara atau penyelengara negara untuk menerima

gratifikasi yang dianggap suap.”’

¥ M. Nurul Irfan ,Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah, 121.

2 1bid,.
! bid,.



59

Dalam pembahasan sebelumnya tentunya telak dijelaskan bahwa
gratifikasi itu terbagi dua bagian yaitu gratifikasi terlarang dan gratifikasi
tidak terlarang. Seperti halnya contoh sebelumnya gratifikasi terlarang
itu tidak dikenai sanksi pidana, karena perbuatannya tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, tetapi gratifikasi yang terlarang
sudah jelas diatur dalam pasal 12 b Undang-undang No 31 tahun 1991 jo.
Undang-undang No 20 tahun 2001, yaitu ancaman pidananya penjara
seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sanksi dalam hukum Islam bagi pelaku risywah yaitu takzir, karna
tidak termasuk dalam ranah kisas dan hudud.”” Dalam hal ini Abdullah
Mubhsin al-Tarigi mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak
pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syari’at (Allah dan Rasul/Al
Quran dan Hadis) yang mulia mengingat sanksi tindak pidana risywah
masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada
ditanggan hakim.**

Untuk menentukan jenis sanksi tentu sesuai dengan kaidah-kaidah
hukum Islam yang sesuai dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara

stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringanya sanksi hukum

??Pasal 12b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
% M. Nurul Irfan ,Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah, 122.

* 1bid,.
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harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, sesuaikan
dengan lingkungan dimana pelangaran itu terjadi, dikaitkan dengan motifasi-
motifasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya risywah
masuk dalam kategori tindak pidana takzir.

Dalam beberapa hadis tentang risywah, memang disebutkan dengan
pernyataan bahwa Allah melaknat penyuap dan penerima suap atau dengan
pernyataan lain laknat Allah atas penyuap dan penerimanya, meskipun para
pihak yang terlibat dalam jarimah risywah dinyatakan terlaknat atau
terkutuk, yang riswah dikategorikan sebagai dosa besar. Namun oleh karena
tidak ada tindak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata menjatuhkan
sanksi makna risywah dimaksukkan dalam kelompok tindak pidana takzir.
Abdul Aziz Amir oleh karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana
risywah ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah di tentukan maka sanksi
yang diberlakukan adalah hukuman takzir.”

Bentuk sanksi takzir bagi pelaku gratifikasi bisa berupa hukuman mati
(tidak pidana yang berulang-ulang), hukuman cambuk, penjara, pengasingan,
perampasan barang/kekayaan, pemecatan dan sanksi moral berupa
diumumkan kepada masyarakat luas.”’Juga dalam hukum Islam dikenal juga

sanksi akhirat.

% M. Nurul Irfan ,Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah, 122-123.
M. Nurul Irfan dan Masrofah, Fikih Jinayah, 141-160.



